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KEPALA DESA SLAWI KULON

dapatan dan Belanja Desa sebagai
an keuangan Desa dilaksanakan
untuk sebesar-

bahwa Anggaran Pen
wujud dari pengelola
secara terbuka dan bertanggungjawab

akmuran masyarakat Desa;
atan dan Belanja Desa Tahun

dalam Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2026 yang disusun sesuai dengan - kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip

kebersamaan, efisiensi,
berwawasan lingkungan,

.menciptakan lJandasan kuat dal
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Menimbang @ a.

besarnya kem
b. bahwa Anggaran Pendap
Anggaran 2026 termuat

berkeadilan, berkelanjutan,
dan kemandirian sehingga
am melaksanakan
pemerintahan akat

~ adil, makmur dan sejahtera; ‘
¢ bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2028; .

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
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n 2020 tentang Cipta
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2014 tentang
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

un 1 3 g

Republik Indonesi : ,
T e I(.eimil‘eﬂl\llornor’5539), sebagaimana dengan:
Pt ETin Nomor 11 Tahun 2019 te
rubahan Kedua Atas Perat e e tentang
Tahun 2 Alas Peraturan Pemerintah Nomor 43
. un 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan U :
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Ler:g:?ag:; :
6321); P e Repul e dndprlent Mo
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623); ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); e
peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinges
Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
| Hak Asal Usul dan
Kewenangan Berdasarkan it Republik
Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara ep

i 158); ' F e
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 19¢) ;
Peraturan'Menteri Dalam Negerl N‘omor 44 Tah;n 32 11ik
tentang Kewenangar Desa (Berita Negara Repubt

; : ; 037);
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 : 110 Tahun 2016
(Berita Negard

_Peraturall Menter1 .
tentang Badan P"e. om0t
Republik Indonesia [
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gelolaan Keuan .
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9 Nomor 1203);
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St recta gl'PEd epublik Indonesia Nomor 21 Tahun
i ot g oman Umum Pembgngunan Desa dan

yaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
960);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
:201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1295);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa,
Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor
14);

Peraturan Daer Nomor 15 Tahun 2022

dan Belanja Daerah
23 (Lembaran

ah Kabupaten Tegal

tentang Anggaran Pendapatan
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 20 :
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 7022 Nomor 15);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Ten@g
i Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bernita

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomotri Tesi)l;
sebagaimana telah diubah dengan Pe;lslttura?a Bug; aturin
pahan atas
8 Tahun 2018 tentang Peru !
gzm;tri Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pf:ng}gzselig
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita

Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 gjha
Perangkat Desa (Berita Daerah Ka p

2016 Nomor 74);

un 2016 Tentang
ten Tegal Tahun
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 glawi Kulon Tahun

Peraturan Bupati Te: s |

, ture pati Tegal Nomor 75 Tahus | :

e Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang

(Besrliltn'ag ‘01' ganisasi dan Tata Kerja Pemerinfa;: n[t)ang
a Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 756.)8_& i

Pe Lt :

Pz;au;r?n Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
gelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten T L

Tahun 2017 Nomor 23); - : e

- Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Badan Permusyawaratan Des i ,
et b 9018 Hibfmor 24);a\ (Berita Daerah Kabupaten
o e a8
Nomor 27 ) seba airnaer t Iz;bupaten Toe, pnt
Bupati Tegal Norﬁor ;;l a’i‘ A RN
. ahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018
Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019 Nomor 31);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80});
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 12 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa(

Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12 )
ahun 2024 tentang

Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 F

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nopor a1
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 202.4 tentani
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belarpa gae;:h
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 0025 (Berita Dae

5024 Nomor 32);
Kabupaten Tegal Tahun s Tabun 2022 ten tang

: Jawi Kulon Nomor
peraturan Desa S a Slawi Kulon Desa

iri Badan Usaha Milik Des
gy Lembaran Desa Slawi Kulon Tahun 2022

glawi Kulon (
Nomer 3};

Peraturan Des
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r 8 tahun 0022 tentans

it "
a Biawi Kulont %01 (Lembaran Desa

Desa Slawi Kulon
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34. Peraturan Desa Slawi Kuin. e . y
v+ relaturan Desa Slawi Kulon Nop gl
~tentang Rencana P g : Nomor 12 tahun 2024 ,
(RPJMDesa) Tat embangunan Jangka Menengah Desa
b esa) Tahun 2025-2032 Desa Slawi Kulon
secamatan Slawi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Slawi -
~ Kulon Tahun 2024 Nomer 12); : ey it
35. Per.aturan: Desa Slawi Kulon Nomor 3 tahur‘i2025 terita’n’é o
‘Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP—Devsa) Desa Slawi

Kulon Tahun 2025 (Lembaran Des i 1 Ta
) ‘ a Slawi K : :
2025 Nomer 3); | | Ukm Tahun

‘ Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAWI KULON

Dan
KEPALA DESA SLAWI KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
: BELANJA DESA SLAWI KULON TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slawi Kulon

1. Pendapatan Desa Rp. 1.769.638.000,00
2. Belanja Desa Rp. 1.821.345.731,00
Surpuls/Defisit Rp. 51.707.731,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 82.971.731,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. '31.264.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 51.707.73_(];,33

Sisa Lebih/(Kurang) Rp.
Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dalam Pasal 1 tercantum dalam

. nana dimaksud e
sebagaiia kan bagian tak ter}pisahkan dari

Lampiran yang merupa
Peraturan Desa 1nl.

Pasal 3
 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat!
a. APB Desa;
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& b. Daftar Pepyertaan Modal, jika tersedia;
(ci. ig:fft_ar Da.na Cadangan, jika tersedia; .
‘ tar kegiatan yang belum dilaksanakan dj tahun
anggaran sebelumnya, jika ada, »

Pasal 4

Kep.ala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah  Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria: ,
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
‘dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi: 5
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendgpatan.

Desa pada tahun berjalan :
b keadaI;n yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar obyek belanja; dan & 7
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebeludm;}; v
. dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan da

tahun berjalan - : ‘ _ o
K ala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa i;riin :
6;liéxkukan ‘ perubahan peraturan Kepala Df:sz.ac\1 2o
gle .- baran APBDesa dan memberitahukannya kepa
enjaba _ ‘ |
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Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Slawi Kulon

Ditetapkan di : 26 Januari 2026
: Slawi Kulon
esa Slawi Kulon,

HESThPYRYANTI
TAN S\

dangkan di : Slawi
N . 26 Januari 2026

LEMBARAN DESA SLAWI KULON TAHUN 2025 NOMOR 2
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